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PEMBEITTUKAT{ PANITIA DAN PENTJNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATN{
PELATIHAN PENINGI(ATAN KAPASITAS BAGI PEI{DAMPING KASUS

DI LAYANAN PENAI{GAIYAN KEKERASAI{ TAIIUIT 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2O2O-2O24, perlindungan perempu€rn dan
anal< merupakan bagian prioritas peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Perlindungan Perempuan dan anak juga merupakan
bagian dari komitmen global di dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (&tstainable Deuelopment
cools/SDGs), maka untuk mengoptimalkan kualitas
pelayanan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan
ana-k, perlu diselenggarakannya pelatihan bagi
pendamping kasus;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur
la.mpung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada
Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi,
berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia
dan menunjukan Narasumber pada Kegiatan pelatihan
Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping Kasus di Layanan
Penanganan Kekerasan Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19g4 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan Segali
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O23 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kefa menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undarrg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda menjadi
Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2O24;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2O23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kdi terakhir dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor I Tahun2024

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun
2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT GT'BERNUR TEI|TANG PEMBENTUI(AN PANITIA
DAN PENT'NJT'KAN NARASUMBER PADA KAGIATAN
PELATIHAN PENIITGXATAIY KAPASITAS BAGI PENDAJUPING
I(ASUS DI LAYANAI{ PENANGAI{AN KEKERASAI{ TAHUN
2024.
Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber pada Kegiatan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi pendamping Kasus di
Layanan Penanganal Kekerasal TaJrun 2024 dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran ll Keputusan ini.
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Panitia Pelaksana, Narasumber sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Panitia bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan

kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping
Kasus di Layanan Penanganan Kekerasan Tahun 2024 dan
melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggungiawab
kepada Gubernur l,ampung; dan

b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan Pelatihan
tersebut sesuai dengan jadwal.

Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan
Gubernur la.mpung Nomor 20 Tahun 2023 terllar:.g Standar
Satuan Harga.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2O24 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan Kode
Rekening 2.08.07. 1.03.08.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
l,ampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhimya kegiatan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal fu-r, - 2024

GPj.

UDIN

Tembusanl
1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Laopung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi La-arpung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daetah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan
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LAMPIRAN I

SUSUNAN PERSOITALI,A PAITITIA PA"T'A KEGIATAI{ PEI,ATIHAN PEI{INGI(ATAN
IGPASITAS BAGI PEIYDAMPII{G KASUS DI I,AYANAN PEITAITGANAIT

KEI{IRASAI{ TAIIT'N 2024

I. Penanggung Jawab

[. Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi lampung

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Permepuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Lampung

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Permepuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi lampung

Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Lampung

Pj G

UDIN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :C/ 86 lv.OslHKl2O24
TANGGAL: 2024
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/ /v.O9/HKl2o24TANGGAL: 2024

SUSUITAI{ NARASUMBER PADA TEGIATAN
PELATIIIAN PEI{IT{GKATAI{ KAPASITAS BAGI PEITDAI}IPII{G KASUS

DI LAYANAN PENANGAT{AN KEKERASAIT TATIUI{ 2024

Narasumber 1. Yusroni, SH., MH (Kantor Hukum Yusroni dan Rekan
Bandar Lampung)

2. Cindani Trika Kusuma, S.Psi., M.Psi (Psikologis Klinis
Anisa Rumah Psikologi Bandar L,ampung)

3. Dwi Hafsah Handayani, S.Psi (Praktisi Pemerhati
Perempuan dan Anak Provinsi l,ampung)

4. Anggun Dwi Cahyani, M.Psi (Psikologi Frame Psgclalogg
Const tant Bandar L,ampung)

PJ. GUBERNUR NG'

UDIN


